
BUPATI JEPARA 

PERATUAN BUPATT JEPARA 
NOMOR A2TAHUN 2010 

TENTANG 

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI 
DINAS SOSAL, TENAGA KER.JA DAN TRANSMIGRASI 

KABUPATEN JEPARA 

BUPATT JEPARA, 

Mengingat 

a batwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 52 ayat (1) 
Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas 

Daerah Kabupaten Jepara, maka perlu ditetaplan 
Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Sosial, Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara; 

b. batwa untuk maksud tersebut huruf a, pertu 
ditetaplan dengan Peraturan Bupati 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentulan Daerah-Daerah Kabupaten Dalan 

Lingungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang undangan 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomar 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Norr 4389) 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 
Tahun 2004 tentang Pererintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomnor 4844) 
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4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pererintah Pusat 
dan emerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia faun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Noror 
4438) 

5. Peraturan emerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengarwas.an 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republk Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara PRepublik Indonesia 
Nomor 4593); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemenintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737) 

7Peraturan Pererintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4741) 

8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 

Pengesahan, Pengundangan dean Penyebarluasan 
Peraturan Perundang-undangan; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten 
Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 
2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 2) 

10.Persturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah 
Kabupaten Jepare Tahun 2010 Nomor 17, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara 
Tahun 2010 Nomor 17) 

MEMUTUSKAN 

Menetaplan PERATURAN BUPATT TENTANG PENJABARAN TUGAS 
DAN FUNGSI DINAS SOSIAL, TENAGA KER.JA DAN 
TRANSMIGRASI KABUPATEN JEPARA 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Da lt  nPeraturan Bup ii ini yang dirnalsud dengan 
1. Dee rah d la h  Kabup  te n  Jepara 
2 Pemerintah Da rah ada ln h  Bup ti dan Perangkat Oat rah se t  aai  unsur  

•  penyelenggara pererintahan de rah 
3. Bupati ada la h  Bupati  Jepara 
4. Sekretanis Daer ah  ada la h  Sekretanis Daerah Kabupaten Jepara 
5. Dinas Sosial,  Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Sosial, Tenaga 

Kerja dan Transmigr i Kabupv te n  Jepara;  
6. Kelompok Jabatan Fungsional ada la h  Kelompok  Jabatan  Fungsional yang 

berada pada Dinas Se l, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

BAB I 

SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 2 

Susunan Organ asi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdini dart 
1. Kepala, 
2 Sekretariat, yang memba rahi 

a) Sub Ba gia n  Perencan n dan Evaluasi 
b) Sub Ba gian  Keuangan; 
c) Sub Ba g ia n  Ururn  dan  Kepegawaian 

3. Bidang Ke ja h te  n  S  ial, yang memb wahi: 
a) Selsi Bimbingan Penyuluhan Sosial, 
b) Selksi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial 

4. Bidang Hubungan industrial den Pengaw van Tenaga Kerje, yang 
memnbawti; 
a) Seksi Penga rsan Tenaga Kerja 
b) Selsi Hubungan industrial dan Syarat Kerja, 

5. Bidang Penernpatan, Pe lu tihan  Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yang 
memnbx ati 
a) Selsi Penempatan dan Pertuasan Kesempatan Kerja 
b) Selsi Pelatihan den Produktifitas Tenaga Kerja 
c) Seksi Transmigrasv 

6. Kelompok Jabat n Fungsional 

BAB il 

TUGAS DAN FUNGSL 

Ba gian  Kesatu  

Tugas dan Fungsi Dinas Se isl, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Pasal 3 

Dinas So ia l.  Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok 
melakcsanal.an urusan pernerintahan de rah berdasarkn as.as otonomi den 
togas pernbantuan di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi 
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Lntuk menyelenggaralcan tugas sebag mana dirnalsud dalam Pasal 3, Dinas 
Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi 
a perurusan kebijakan teknis sesuai dengan ling up tugasnya, 
b. penyelenggaraan urusan pernerintahan dan pelayanan urnurn sesuai dengan 

linglup tugasnya; 
c. pembinvan dan  pelaksanaan  tugas sesuai dengan ling#up tugasnya; dan 
d pelaksanaan tugas lain yang dibenikan oleh Bupati sesuai dengan tgas den 

tungsinya 

Bagian Kedua 

Kepala 

Pasal 5 

Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas 
merirpin dan bertanggungiawab atas pelaksanaan tugas polok dan fungsi 
Dinas sebagaimana dimnaksud dalamn Pasal 3 dan Pasal 4 

Bagian Ketiga 

Sekretariat 

Pasal 6 

(1)Sekretariat merpunyai tugas melaksanakan kegiatan surat-mnenyurat, 
perjalanan dinas, perengiapan, epegawaian, keuangan, earsipan, 
erumahtanggaan, huras dan protokol, permeliharaan, penyajian dan 
pengelolaan data serta penyusunan program, evaluasi dan laporan 

(2) Sekretariat dipirnpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan 
bertanggungiawa kepada Kepala Dins Kependudukan den Pencatatan 

Sipi 

Pasal 7 

Untuk menryelenggarak tugas sebagainana dirnaksud dalam Pas.al 6, 
Sekretariat mernpunyai fungsi 
a perencanaan, evaluasi dan laporan; 
b. penyelenggaraan surat menyurat, kearsipan, kerumahtanggaan, perjalanan 

dinas, huras dan protokol; 
c. pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan dan dournentasi; 
d. penyajian bahan kebijakan pimpinan; 
e. Penyediaan dan pengeolaan pertengkapan; 
f Penyajian dan pengelolaan data 
g pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dines sesuai tugas 

dan fungsinya 

Pasal 8 

(1) Sekretariat terdiri dart: 
a Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; 
b. Sub Bagian Keuangan 
c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 



(2)Masing-mnasing Sub Bagian subagairnana dirnalsud pada aryat (f) dipirnpin 
oleh seorang Kepa le  yang  berada  dib a wa h  den  bertanggungiarw  lepada  
Sekretanis 

Pasal 9 

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mernpunyai tugas menyusun rencana 
dan evaluasi pelaksanaan program egiatan serta laporan instansi 

Pasal 10 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagairana dimnaksud dalamn Pasal 9, Sub 

Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi' 
a  perencanaan kegiatan dan pengendali n program kerja; 
b penyusunan dan mengkoordinasik.an peryusunan Rencana Strategis, Penja, 

Penetapan Kinerja, Rencana Kerja dan Anggaran dan Laporan 
Pertanggungiawaban Pemerintah Daerah; 

c. pelaksanaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pererintat 
dan laporan-laporan insidentil; 

d. pelasanaan pengurmpulan, penelitian, analisa, pengelolaan, penyajian data 
dan menyiaplan bahan laporan kinerja Dinas serta menyusun bahan 
pembinaan organisasi dan tatalaksaa, 

e. Perencanaan tenaga kerja daerah, pembinaan dan penyelenggaraan sistir 
informasi ketenagakerjaan skala daerah 

f. penyusunan laporan sesuai dengan bidang tugasnya; 
g. pengioordinasian penyiapan bahan perurusan kebijakan teknis di bidang 

Perencanaan Keuangan dan program egiat.an, penelitian dan membuat 
pelaporan kegiatan Dinas; 

h. pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasannya untuk 
menyelesaikan masalah sesuai ling#up tugas0ya, 
pengioordinasian pelaksanaan tugas secara internal dan sesuai ling#up 
tugasnya; 

j pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja sesuai ling#up tugas0ya, 
k. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja dan keuangan sesuai lingkup 

tugasnya 
I pelaksanaan pembinaan, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya 
m. penyelenggaraan kegiatan administrasi Sub Bagian Perencanaan dan 

Evaluasi; 
n. pelalsanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretanis sesuai dengan 

tugas dan fungsinya 

Pasal 11 

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi penaa 
usahaan leuangan, pengelolaan euangan dan pertangungiawaban 
administrasi keuangan 

Pasal 12 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 11, Sub 
Bagian Keuangan mempunyai fungsi 
a perencanaan keuangan Dinas 
b. penyusunan anggaran belanja langsung dan tidal langsung; 
c pelaksanaan kegiatan perbendaharaan meliputi pembukuan, verifikasi, 

rekapitulasi dan dokurentasi pelaksanaan belanja langsung dan tal 
langsung 
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d penyusunan laporan perhitungan dan per tan gg ga  «ban l 9 
e. pelaksaraan koordinasi secara internal di inglungan unit kerja 
f dan pengoordinasian pengelolaar administrasi keuangan dan 

aluntansi Din.as, 
g pembuatan laporan uai dengan bidang tuga nya, 
h pengoordinasian penyi pan bahan perurusan kebijakan teknis dibidang 

euangan 
i pemberian saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasannrya untuk 

m en yo le  vaikan  mu  la h  sesuai lingkup tugasnya 
j pengkoordin ian p eln ks an  in  tuga -tug sesuai lingkup tugasnya; 
• pel ai nmontoning dan evaluasi linerja sesuai lingkup fugasnya, 
I peny pan  bahan  penyusunan  laporan  linerja  dan  keuangan  sesuai  ling#up  

tug  nya  
m. pembin in, penilaian dan evaluasi kinerja bawahannya, 
n. pelaksan n tuga tug lain yang diberikan oleh Sekretaris uai dengan 

tugas dan fungsinya 

Pasal 13 

Sub Bagian Ururn dan Kepegaw ia n  memnpunyai  tugas  meny le  nggarakan  
urusan  surat  menyurat,  ears.ipan,  lerumnahtanggaa, perjalanan dines, 
penlengt.apan, epeg ia n,  perneliharaan  huras  dan  protokol 

Pasal 14 

Untuk menyelenggarakan tugas  bagaimana dimnaksud dalam Pasal 13, Sub 
Bagian Urum dan Kepegawait n mempunyai fungsi 
a pnyusunan rencana an9ran ebutuhan barang; 
b penyusunan data dan administrasi inventaris Dins; 

c p e la k an a a n  ketatalaksanaan  urnurmn  meliputi  administrasi ururn, surat  
menyurat.  ears.ipan  dan  administrasi kepegarwaian, 

d. pelasanaan egiatan rurah tangga dan perja la  nan  dines; 
e. po la k san a  pngadaan sarana dan pre sarana perkantoran; 
f pelaksanu n pengelolas n barang inventarisasi Dina 
g pengurusan mutasi, dildat, l j h te  an  pegarwai, hak dan kewajban 

pegawar, 
h. pelaksu aan tugas perbinaan administrasi urum dan kepegarwaian; 
i pengangkatan dan pemberhentian p ejn bat  fungsional  pekerja  sosial, bidang 

ku te  nagalerju an  dan  ketransmigrasian skala daerah, 
j perencan n formasi, kanier dan diktat SDM aparatur pelaksana urusan 

pemerintahan bidang so sia l,  keten agakerj an  dan  ketransmigrasian, 
k. Pembinaan, peng wasan dan pengembangan pe ja bat  fungsional  bidang  

sosial, keten aga k e rja a n  dan ketransmigrasian 
I Pen ita ia n  angla  kredit  jabu tu n  fungsional  bidang  sosial, ketenagakerjaan dan 

ketransmigrsian lingkup din ; 
m. p ela lt  nkoordin w  secara internal di ingkungan unit kerja; 
n. pelaksanaan kehurnasan dan ke pr otokolan ,  
0.  pengkoordin ia n  perryiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang 

Umum dan kepegan ia n,  
p. pemberian saran, pendapat dan pertirmnbangan kepada atasan07ya  untuk 

menyelesaikan masu la h  sesuai ling#up tugasnya 
q pengioordin n pelaksanaan tugi tugas sesuai lingkup tugasnya 
f. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja dan kuangan sesuai bidang 

tug« nya, 
s po la k an  an monitoring dan evaluasi, dan membuat laporan kinerja sesuai 

ling#up tugasnya 
t pelaksanaan pembin n, penilait n dan evaluasi kinerja bawahannya 
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u. pelaksanaan tuga -tugas lain yang dibenikan oleh Sekretaris sesuai dengan 
tugas dan fungsinya 

Bagian Keempat 

Bidang Kesejahteraan Sosial 

Pasal 15 

(1) Bidang Kt ejahteraan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan usaha­ 
usaha rehabilitasi perresalahan sosial dan pemberdayaan kesejahteraan 
sosial 

(2) Bidang Ke vejahteraan Sosial dipimpin seorang Kepala yang berada dibawah 
dan bertanggungiawab kepada Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi 

Pasal 16 

Untukx menyelenggarala tugas sebagaimana dirnalsud dalam Pasal 15, Bidang 
Ki se ja h ten  n  Sosial  mempunyai  fungsi: 
a penyusunan perencanaan bidang sosial skala Daerah 

b penyelenggaraan kerjasamna bidang sosial skala Daerah 
c. koordinasi pemerintahan di bidang sosial skala Daerah 
d. sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi 
e. identifikasi sasaran penangguangan masalah sosial skala Daerah 
f pelaksanaan program/ kegiatan bidang sosial skala Daerah 
g penyvediaan saran den prasarana sosial skala Daerah 
h pengembangan janingan sistern informasi kesejahteraan sosial skala 

Daerah 

I penyiapan bahan elengkapan usulan penganugerahan satya lencana 
kebaktian sosial kepada Presiden melalui Gubernur dan Menteni Sosial 

j. pengusulan perberian penghargaan di bidang sosial skala Daerah 
k. pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan, serta nilai­ 

nilai kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pusat atau 
provinsi skala Daerah 

I pembangunan, perbaikan, pemeliharaan, Taran Makam Pahlawan di 

Daerah 
m. pernyiapan bahan elengtapan usulan pengnugerahan gelar Pahlawan 

Nasional dan Penintis Kemerdekaan 
n. penanggung jawab penyelenggaraan Mani Pahlawan dan Hari 

Kesetialawanan Sosil Nasional tingiat Daerah 
o. penanggulangan korban bencana skala Daerah 
p pelaksanaan dan pengembangan jamninan sosial bagi penyandang cacat fis.ik 

dan mental, lanjut usia tidal potensial terantar yang berasal dani mas yarak.at 
rentan dan tidak mampu skala Daerah 

q pemberian rekomendasi pengangkatan anak skala Daerah 
r. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Sosial, Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi sesuai tugas pokok dan fungsinya 

Pasal 17 

(1) Bidang Kesejahteraan Sosial terdiri dari 
a Seksi Bimbingan Penyuluhan Sosial; 
b. Selsi Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial 
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(2) AMasing-masing Seksi sebagaimana dimatsud pada ayat (1) dipimpin olet 
seorang Kepalt yang berada di bewah dan bertanggung jawab lepada 
Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial 

Pasal 18 

Selcsi Birmbingan Penyuluhan Sosial mempunyai tugas menyiaplan bahan 
penyusunan rencana dan program serta koordinasi di bidang bimnbingan 
penyuluhan Sosial. 

Pasal 19 

Untuk menyelenggaraka tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Seksi 
Bimbingan Penyuluhan Sosial mempunyai fungsi : 
a. pernyusunan perencanaan bidang sosial skala Daerah 
b. penyelenggaraan kerjasama bidang sosial skala Daerah 
c. koordinasi pemerintahan di bidang sosial skala Daerah 
d . sinkronisasi  dan harmonisasi pelaksanaan pedomnan dan standarisasi 
e. identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial skala Daerah 
f. penggalian dan pendayagunaan PSKS gkala Daerah 
g pengembangan dan pendayagunaan PSKS skala Daerah. 
h. pelalsanaan program/ kegiatan bidang sosial skala Daerah. 
i. penyediaan sarana dan prasarana sosial skala Daerah 
j pengembangan janingan sistemn informasi kesejahteraan sosial skala Daerah 
k. penyiapan bahan kelengiapan usulan penganugerahan satya lencana 

ebaktian sosial epada Presiden melalui Gubernur dan Menteni Sosial 
I pemberian penghargaan di bidang sosial skala Daerah 
mn. pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan, serta nilai­ 

nilai kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pusat atau 
provinsi skala Daerah 

n. pembangunan, perbaik.an, permeliharaan, Taman Makam Pahlawan di 
Daerah 

0. penyiapan bahan kelengapan usulean penganugerahan gelar Pahlarwan 
Nasional dan Penintis Kemerdekaan 

p. penanggung jawab penyelenggaraan Han Pahlawan dan Hart 
Kesetialawanan Sosial Nasional tingkat Daerah 

q. penyelenggaraan kegiatan administrasi Seksi Bimbingan Penyuluhan Sosial 
t. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepal Bidang 

Kesejahteraan Sosial sesuai tugas dan fungsinya 

Pasal 20 

Seksi Rehabilitasi dan Pela yanan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan 
usaha-usaha rehabltas permasalahan sosial, pertindungan dan penyantunan 
anal tertantar, anak cacat, anal nal.al, lanjut usia dan penyandang masalah 
sosial serta pelayanan kesejahteraan sosial eluarga 

Pasal 21 

Untuk mnenyelenggarakn tugas sebagaimana dirmaksud dalam Pasal 20, Seksi 
Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial mempunyai fungsi : 
a penanggulangan korban bencana skala Daerah 
b pemberian iin pengurpulan uang atau barang skala Daerah 
c pengendalian pengurpulan uang atau barang skala Daerah 
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d pemberian rekomende i in un dit  n  stale  Deerah bile dipertuk.an 
e. pengendalian dan pelaksanaan undian di ting#at Oaerah. 
f pelaksanaan dan pengembangan jamninan sosial bagi penyandang cacat firs.id 

dan mental, lanjut usia tidal potensial terlantar yang berasal dani masyaraat 
rentan dan tidak marnpu skala Daerah 

g pemberan rekomen"PPoangkatan anal skala Daera 
h. penyelenggaraan kegiatan administrasi Selksi Rehabilitasi dan Pelayanan 

Sosial; 
i. pelalsanaan tug -tugas lain yang diberkcan oleh Kepala Bidang 

Kesejahteraan Sosial sesuai tugas dan fungsinya 

Bagian Kelima 

Bidang Hubungan industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja 

Pasal 22 

(1) Bidang ubungan Industrial dan Pengarwasan Tenaga Kerja mempunyai 
tugas melaluan pembinaan, penyuluhan, pengawas an, pengendalian, 
penyelenggaraan hubungan industrial, syarat-syarat kerja, periindungan 
tenaga kerja dan norma kerja, keselamatan dan kesehatan kerja 

(2) Bidang lubungan industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja dipimpin 
seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungiawab kepada Kepala 
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Pasal 23 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dirmaksud dalamn Pasal 22, Bidang 
Hubungan industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja mempunyai tungsi 
a. penyusunan program, rencana, pembinaan dan penyuluhan dibidang 

hubungan industrial dan pengawasan tenaga erja, 
b. pengendalian, permantauan dan pengawasan dibidang hubungan industrial, 

yarat-syarat kerja dan pengawasan tenaga kerja 
c. pembinaan hubungan industrial dan penyelesaian perselisihan hubungan 

industrial ting#at pemerantaraan; 
d penge ahan peraturan perusahaan, pendaftaran Kesepakatan Kerja 

Bersama (KKB) dan perjanjian kerja; 
e. pendaftaran dan pemberdayaan organisasi pekerja / pengusaha, Bipartit dan 

Tripartit, 
f. pertindungan sosial, ekonomis dan teknis bagi tenaga kerja; 
g. pengawasan norma keselarnatan dan kesehatan kerja 
h. pemeriksaan, pengujian, sertifasi dan perijinan pesawat dan peralatan erja, 
i pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dan ling#ungan kerja; 
j. bimbingan pencegahan dan pemeriksaan kecelakaan kerja, 
k. pemberdayaan dan pembinaan ahli dan perusahaan jasa, Keselamatan 

Kesehatan Kerja(K3) 
I pelaksanaan dan penyidikan pelanggaran norma kerja, norma pelatihan dan 

penempatan, norma perempuan dan anak, norma jamnsostek; 
m. pen ga wasan  terhadap  tenaga  kerja  warga  egara asing 
n pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial, 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai tugas dan fungsinya 
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Psat 24 

() 8idang tubungan industrial dan Penga n Tenaga Kerja terdirt dart 
a Selsi Peng4 sen T ena ga  Kera, 
b. Seksi Hubungan industrial dan Syarat Kerja 

Pasal 25 

seksi Peng an Tenaga Kena mempuryat togas melakaanaPomaan. 
penyuluhan, pengendale n dan penga vasan penye le nggarn an  norma kerja dan 
k eso le  mu ta n  le  hatan  kerja  

Untuk  menyelenggaralan tugas sebagaimana dimnalsud dale m  Pasal  24, Selsi 

Pengawa an Tenaga Kerja mempunyai fungsi: 
a  pengurmputan dan  pengolahan data dibidangnya, 
b perencan n, tvalu i dan po la por an  dibidangnya, 
t periindungan sosial, elonoris dan teknis tenaga erja 
d pengawasan normakesel matan dan lesehatan kerja ,  
e. pereriks in tenaga kerja dan lingungan kerja 
f pemerilsaan, pengujan, set.if.asi dan perijinan p es a wat  dan  pern la tan  kerja,  
g  biroingan penoegahan dan pemenikt n kec la k aa n  kerja; 
h pemberdayaan dean pemnbinaan ahli dan perusahaan jasa keselarnatan dan 

esehata n erja 
p le l  n  penga san dan penyidilan po la  nggaran norma kerja, norm 

po la th an  dan  penerpatan, norra perempuan dan anak, norma jamsostek. 
j pen gu w asan  terhadap  Tenaga Kerja Warga Negara Asing; 
k. po la k san aa n  tu ga s- tugas  lain  yang  diberilan  oleh  Kepa l  Bidang Hubungan 

industrial den Pen g« wa  an  Tenaga Kerj sesuai tugas dan fungsinya 

Pasal 27 

Selsi Mubungan industrial dan Syarat Kerja merpunyai tugas melalsanal.an 
bimbingan, pemnbin n, pemberdayan, fu silitas i  dan  pengawasan dibidang 
hubungan industrial 

Untuk men yo lt nggaralan  tugas  sebagar mana dirnaksud delem Pasal 27, Selsi 
Hubungan industrial dan Syarat Kerja mempunyai fungsi' 
a pengurputan dean pengolahan data dibidangry.a, 
b perencan n, evalu si dan po la poran  dibidangnya, 
c pembin n hubungan industrial, 
d penyo le  ia n  persu  lis ihan  hubungan  industrial tingk.at perantaraan, 
e penge han peraturan perusahaan, pendafaran KKB, pendaftaran perjan jin n  

era  
f  pendaftaran  /  penc  ta rtan,  pemberdayaan organisasi peerja, organisasi 

pengusaha, Bipartit. Tripartit 



JI 

g survey ebutuhan hidup minirnurn dan pengusulan pah minirnurn 
Kabu pu te n ,  

h. pelalsan in tu ga s- tugas  lain  yang  diberikan oleh Kepala Bidang Hubungan 
Industrial dan Pengwesan Tenaga Kerja esuai tugas dan fungsinya 

Bagan Keenan 

Bidang Penernpatan, elatihan Tenaga Kerja den Transmigrasi 

Pasal 29 

(1) Bidang Penerpatan, Pe la tihan  Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai 
tugas m lalucan perencan van dan pembinaan umnurm dan teknis diboidang 
penempatan tenaga kerja, mendata kebutuhan dan kesempatan kerja, 
engemoans"_P"than dan ta utitasi peningkatan pasar kera dan 
produltivitas tenaga kerja dan mengelola, melayani dan merfasitasi 
kegiatan transmigrasi 

(2) Bidang Penempatan, Pelatihan Tenaga Kerja dan Transmnigrasi dipimpin oleh 
seorang Kepo la  yang  berada  dibawah dan bertanggungjarwab kepada Kepala 
Dinas Sosii, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Pasal 30 

Untuk menyelenggaraka tugas sebagaimana dirnaksud dalamn Pasa 29, Bidang 
Penempatan, Pelatihan Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi 
a penyusunan rencana, prograrn, pembinaan dan penyuluhan dibidang 

penempatan, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja ,  
b. pengendalian, permantauan dan pengawasan dibidang keserpatan kerja, 

pembenian perijinanrekomeasi leroaga bursa kerja swasta, lermnbaga 
latihan kerja swasta, pralktek psikologi, cabang Pelaksana Penempatan 
Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS); 

d. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan jabatan dan test psikologi, 
e penyelenggaraan bursa kerja 
f pelaksanaan penempatan tenaga kerja, 
g pengeroangan dan perluasan esermpatan kerja dengan sistem padat karya 

dan tekhnologi tepat guna, 
h. pendayagunaan tenaga erja cacat, lansia dan wan#ta, 

?ea pempawon ta m  nee  
j  penyiapan pelaksanaan kerjasama dengan instansi pemerintah, swas ta  

dalamn rangka pelaksanaan latihan erja 
k. penyeenggaraan pelatihan kerja dan bimbingan lembaga latihan kerja 

swasta 
I memberikan perijinan/rekomendasi kepada tenaga Warga Negara Asing 
m. pengusulan rencana pengarahan dan perpindahan transmigrasi skala 

Daerah; 
n pembuatan nu kah erjasamna antar daerah dalam perpindahan dan 

penemnpatan transmigrasi 
0. pendaftaran dan selelsi  calon transmigran skala Daerah, 
p. peningtatan ketrarnpian dan leah lia n  calon  transmnigran skala Daerah 
q pelayanan penampungan calon transmigran skala Daerah 
• penyediaan dan pelayanan informasi etransmigrasian skala Daerah; 
s. pelaksan&an kerjasamna perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran 

transmigrasi yang serasi dan mbang skala Daerah; 
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ompetensi perpindahan 

legiatan dibidang Penermpatan, 

perpendahan transmigrasi, 
t, adaptasi ingkungan dan konsoliasi 

t pelayanan pendafaran dan 
per baran transmigrar 

u pelayanan pu la than  dalorn  fang.a 

• 
• • 

ansrgrt t 

v. pelayanan penanpungan, perm i nan, kesehatan, perbekalan, dan 
informasi perpindahan transmigrasi 

w pelayanan pengang#utan dalt m pr 
x pelaryanan dan pengaturan pener 

penempatan transmigrasi, 
y. po la k s an  n  monitoring dan vat 

Po t tihan  Tenaga Kerja dan Transrig 
z pemberian perizinan ke pada  tenagaera rarga egara asing, 
aa pelaksan n tug -tug lain yang diberilan oleh Kepala Dinas Sosial, 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi se uai tugas dan fungsinya 

Pasal 31 

(1) Bidang Penermpatan, Pelatihan Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dart 
a Selsi Penempatan dan Perluasan Keser patan Kerja; 
b. Seksi Pa la tihan  dan  Produktivitas Tenaga Kerja; 
c. Seksi Transmigrasi.. 

(2) M n g-m  n g  Selsi  sebagaimana  diralsud  pada  ayat  (1) dipimpin oleh 
seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungiawab kepada Kepala 
Bidang Penempatan, Pelatihan Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Pasal 32 

Selsi Penermpatan dan Perluasan Keserpatan Kerja mempunyai tugas 
merencanakan, mendata dan mernfasilitasi kesempatan, penernpatan dan pasar 
erja 

Untuk menyelenggaralean tugas sebagaimana dimnaksud dalam Pasal 32, Selsi 
Penempatan dan Perluasan Kese mpatan Kerja mempunyai fungi 
a pengurpulan dan pengolahan data dibidang0ya 
b perencanu in, evaluasi dan laporan dibidang0ya, 
c pembenan periinm"""t emoaga bursa keno swta, +embeg« 

latihan kerja swansta, praktek psikologi, cabang Pelaksana Penempatan 
Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PP'TKIS); 

d penyelenggaran bursa kerja 
e fesiit si  penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar 

Kerja Antar Loll (AKAL) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN); 
f pengembangan dan pertuasan kesempatan kerja dengan sister padat karya 

dan tel.hnologi tepat guna, 
g pendayagunaan tenaga kerja cacat, lansia dan wanita 
h. pelalsanaan peragangan dalu mn  negeri, 
l pembenan perizinan / rekomendasi kepada tenaga kerja warga egara asing 
j p eln #  naan  tug  -tug  lain  yang diberikan oleh Kepale Bidang 

Penempatan, Pelatihan Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai tugas dan 
tungsinya 
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Selusi Pelatihan dan Produlitivit.as Tenaga Kerja mempunyai tugas 
merencanakan, menyelenggarakan dan fastasi pelatitan tenaga kerja, 
pembinaan produktivitas dan perdindungan en)a 

Pasal 35 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimnana dimnalsud dalam Pasal 34, Seksi 
Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja mempunyai fungsi 
a pengumpulan dan pengolahan data dibidangnya ,  
b  perencanaan, evaluasi dan laporan dibidangnya, 
c. rekomendasi perijinan dan bimbingan lembaga latihan kerja swasta l 

perusahaan, 
d. penyelenggaraan dan fasilitasi pelatihan kerja; 
e. penyusunan program lurikulurn dan silabi jenis pelatihan; 
f. penyelenggaraan peralatan dan fasilirtas pelatihan kerja; 
g. pembinaan instruktur latihan kerja; 
h. pelaksanaan bimbingan jabatan dan test psikologi; 
i pembinaan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja; 
j pelaksanaan monitoring dan pengendalian kegiatan dibidangnya; 
k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dibenikan oleh Kepala Bidang 

Penempatan, Pelatihan Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai tugas dan 
fungsinya 

Pasal 36 

Seksi Transmigrasi mempunyai tugas mengelola, melayani dan mermfasilitasi 
egiatan transmigrasi 

Pasal 37 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagairmana dimaksud dalam Pasal 36, Selksi 

Transmigrasi mempunyai fungsi 
a pengumpulan dan pengolahan data dibidangnya; 
b. perencanaan, evaluasi dan pelaporan dibidangnya, 
c perancangan pembangunan transmigrasi daerah, serta pernbinaan dan 

penyeenggaraan sistem informasi ketransmigrasian skala Daerat 
d pelaksanaan kebijalan, pedoran, norma, standar, prosedur, riteria, dan 

monitoring, evaluasi perbinaan SDM aparatur pelaksana urusan 
pemerintahan bidang ketransmigrasian di permerintah daerah 

e. pengusulan rencana pengarahan dan perpindahan transmigrasi skala 
Daerah 

f penjajag.an kerjasamna dengan daerah lain 
g pembuatan naskah kerjasama antardaerah dalamn perpindahan dan 

penempatan transmigrasi 
h. pendaftaran dan seleksi calon transmigran skala Daerah. 
i peningkatan ketrampilan dan keahlian calon transmigran skala Daerah 
j pelayanan penampungan calon transmigran skala Daerah 
k. pelaporan dan pertanggungawaban pelaksanaan penyiapan permuliman 

dan penempatan transmigran di wilayah Daerah 
I pelaporan dan pertanggungiawaban pelaksanaan pengembangan 

masyarakat dan kawasan transmigrasi di wilaryah Daerat 
mn. peryediaan dan pelayanan informasi ketransmigrasian skala Daerah 



n. permihan dan penetapan deerah dan kelornpok sasaran perpindatan 
transmigrasi skala Daerah 

0. pelalsanaan erjasarna perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran 
transmigrasi yang serasi dan seimbang skala Daerah 

p pelayanan pendaftaran dan seleksi perpindahan transmigrasi dan penataan 
persebaran transmigrasi 

q pelayanan pelatihan dalarm rangka penyesuaian kompetensi perpindahan 
transmigrasi 

r. pelayanan penarmnpungan, permakanan, kesehatan, perbekalan, dan 
informasi perpindahan transmigrasi 

s. pelayanan pengang#utan dalam proses perpindahan transmigrasi 
t pelayanan dan pengaturan penempatan, adaptasi lingkungan dan konsoliasi 

penempatan transmigras 
u. pelaksanaan monitoring dan pengendalian kegiatan dibidang0ya, 
v. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepale Bidang 

Penempatan, Pelatihan Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai tugas dan 
fungsinya 

BABIV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 38 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

gar setiap 0rang dapat mengetahuinya, mermerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Jepara 

ditetapk.an di Jepara 
pada tanggai ti p+or 20ow 

BUPATT JEPARA, 

K 
HENDRO MARTO.JO 

diundangian di Jepara 
pada tanggal op& a-ot 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA 

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2010 NOMOR 23 



n. permihan dan penetapan deerah dan kelornpok sasaran perpindatan 
transmigrasi skala Daerah 

0. pelalsanaan erjasarna perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran 
transmigrasi yang serasi dan seimbang skala Daerah 

p pelayanan pendaftaran dan seleksi perpindahan transmigrasi dan penataan 
persebaran transmigrasi 

q pelayanan pelatihan dalarm rangka penyesuaian kompetensi perpindahan 
transmigrasi 

r. pelayanan penarmnpungan, permakanan, kesehatan, perbekalan, dan 
informasi perpindahan transmigrasi 

s. pelayanan pengang#utan dalam proses perpindahan transmigrasi 
t pelayanan dan pengaturan penempatan, adaptasi lingkungan dan konsoliasi 

penempatan transmigras 
u. pelaksanaan monitoring dan pengendalian kegiatan dibidang0ya, 
v. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepale Bidang 

Penempatan, Pelatihan Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai tugas dan 
fungsinya 

BABIV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 38 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

gar setiap 0rang dapat mengetahuinya, mermerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Jepara 

ditetapk.an di Jepara 
pada tanggai ti p+or 20ow 

BUPATT JEPARA, 

K 
HENDRO MARTO.JO 

diundangian di Jepara 
pada tanggal op& a-ot 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA 

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2010 NOMOR 23 


